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I. UMUM

Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup
dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan
manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu
diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan
Limbah B3 seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3
dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar Limbah B3 yang
dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan
bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada
sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan
operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Jika masih
dihasilkan Limbah B3 maka diupayakan Pemanfaatan Limbah B3.

Pemanfaatan Limbah B3 yang mencakup kegiatan penggunaan
kembali (reuse), daur ulang (recycle), dan perolehan kembali (recovery)
merupakan satu mata rantai penting dalam Pengelolaan Limbah B3.
Penggunaan kembali (reuse) Limbah B3 untuk fungsi yang sama
ataupun berbeda dilakukan tanpa melalui proses tambahan
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secarakimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal. Daur ulang
(recycle) Limbah B3 merupakan kegiatan mendaur ulang
yangbermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi,
dan/atau secara termal yang menghasilkan produk yang sama, produk
yang berbeda, dan/atau material yang bermanfaat. Sedangkan
perolehan kembali (recovery)merupakan kegiatan untuk mendapatkan
kembali komponen bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi,
dan/atau secara termal.

Dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 di satu pihak dapat
dikurangi jumlah Limbah B3 sehingga biaya Pengolahan Limbah B3
juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan
kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi
kecepatan pengurasan sumber daya alam.

Untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang dapat
ditimbulkan dari Limbah B3 yang dihasilkan maka Limbah B3 yang
telah dihasilkan perlu dikelola.

Terhadap Pengelolaan Limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan
yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan
manusia, mahluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak
dilakukan pengelolaan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan
Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah B3 yang secara
terpadu mengatur keterkaitan setiap simpul Pengelolaan Limbah B3
yaitu kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan Limbah B3. Pentingnya
penyusunan Peraturan Pemerintah ini secara tegas juga disebutkan
dalam Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan
Berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (7) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan
yang mencakup Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3,
Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah B3 termasuk
Penimbunan Limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian
Pengelolaan Limbah B3 terkait beberapa pihak yang masing-masing
merupakan mata rantai, yaitu:

a. Penghasil Limbah B3;

b. Pengumpul Limbah B3;

c. Pengangkut Limbah B3;

d. Pemanfaat Limbah B3;

e. Pengolah Limbah B3; dan

f. Penimbun Limbah B3.
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Untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan
Limbah B3 sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara benar,
tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah
B3 maka Pengelolaan Limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin yang
terdiri atas:

a. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;

b. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;

c. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;

d. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;

e. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
dan

f. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Izin Pengelolaan Limbah B3 merupakan instrumen administratif
preventif yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang
terintegrasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin, kecuali
izin pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

Dumping (Pembuangan) Limbah B3 merupakan alternatif paling
akhir dalam Pengelolaan Limbah B3. Pembatasan jenis Limbah B3
yang dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) ke laut dimaksudkan
untuk melindungi ekosistem laut serta menghindari terjadinya
Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Lingkungan Hidup di
laut karena air laut merupakan media yang mudah dan cepat
menyebarkan polutan dan/atau zat pencemar. Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 ke laut hanya dapat dilakukan jika Limbah B3 yang
dihasilkan dari kegiatan di laut tidak dapat dilakukan pengelolaan di
darat berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup, teknis, dan
ekonomi.

Untuk dapat melakukan Dumping(Pembuangan) Limbah B3
diharuskan memenuhi persyaratan yang terkait dengan jenis dan
kualitas Limbah B3 serta lokasi, sehingga Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 tidak akan menimbulkan kerugian terhadap kesehatan
manusia, mahluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
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Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang
berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat
dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan
hidup.

Huruf b

Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang
mengandung B3, memiliki efek tunda (delayed effect), dan
berdampak tidak langsung terhadap manusia dan
lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau
kronis.

Ayat (3)

Huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah
B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses
utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain
pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau
inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa
proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik
dapat ditentukan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Limbah B3 dari sumber spesifik
khusus” adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda
(delayed effect), berdampak tidak langsung terhadap
manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik
beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang
besar per satuan waktu.
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Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian antara
lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah B3” adalah
pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan,
Limbah, dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran
dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3,
sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya
turun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

www.peraturan.go.id


